
SOP PERSETUJUAN TEKNIS PEMBUANGAN EMISI 
(BERDASARKAN PERMENLHK NOMER 5 TAHUN 2021) 

 

PEMRAKARSA / 

PENANGGUNG JAWAB  

USAHA DAN/ATAU   

KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KAB. KARANGANYAR 

P2KLH 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN / USAHA 

BARU 

PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS 

(Psl 33 PermenLHK No 5/2021) 

Dilengkapi  

1. Kajian Teknis/Standart Teknis 

2. Sistem Manajemen Lingkungan (lamp XIII) 

PENAPISAN MANDIRI 

(Lamp. X PermenLHK No 5 / 2021) 

PEMERIKSAAN KELENGKAPAN 

DAN KEBENARAN DOKUMEN 

PERSTEK (maks 2 hari) 

BA PEMERIKSAAN 

DOKUMEN 

(lamp.XIV) 

LENGKAP 

DAN BENAR 

PERUBAHAN TEKNIS KEGIATAN  

(Pasal 40 PermenLHK No 5 / 2021) 

 

SUSUN KAJIAN TEKNIS 
(Lamp. XI PermenLHK  

No 5 / 2021) 

SUSUN STANDAR TEKNIS 

(Lamp. XII PermenLHK  

No 5 / 2021) 

TIDAK 

LENGKAP 

DAN/ATAU 

TIDAK BENAR 

PERBAIKAN 

Maks 10 hari 

PENILAIAN 

SUBSTANSI  

Psl 36 ayat 3 Penilaian Subtansi s/d 

Penerbitan Pertek 

Paling lama 30 hari 

BA PENILAIAN 

SUBSTANSI 

Lamp. XV 

PERSETUJUAN 

TEKNIS 

Lamp XVI 

PROSES SLO 



 

SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) 

 

PEMRAKARSA / 

PENANGGUNG JAWAB  

USAHA DAN/ATAU  

KEGIATAN 

 

 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

KAB. KARANGANYAR 

P2KLH 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Catatan : 

1. Penanggung Jawab Usaha yang telah menyelesaikan proses penegakan hukum, 

menyampaikan kembali laporan disertai Surat Keterangan selesai proses hukum. 

2. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pembuangan emisi, wajib 

melakukan perubahan Persling jika belum mencantumkan standart teknis pemenuhan BME  

dalam Persling. 

 

 

 

 

 

 

VERIFIKASI  

Paling lambat 5 hari sejak laporan di 

terima 

LAPORAN PENYELESAIAN 

Pembangunan Alat Pengendali Emisi 

Beserta kelengkapannya (psl 42 ayat 3) 

BERITA ACARA  

(Lampiran XVII) 

SESUAI 

PERTEK 

TIDAK SESUAI 

PERTEK 

PENERBITAN 
SLO 

Lamp XVIII 
Maks 3 HK 

ARAHAN 

Maks 3 HK 

PERBAIKAN 1X 

SESUAI 

ARAHAN 

TIDAK SESUAI 

ARAHAN 
PENEGAKAN 

HUKUM 




